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PENETAPAN

Nomor: 149/Pdt.G/2024/PA.Prw

p )l el all s
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan
Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: XXXX,

selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta

Barat, Provinsi Kl Jakarta, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor:
149/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2004 Penggugat dan

Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagaimana
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sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0493/093/VI1/2004,
tertanggal 20 Februari 2024;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan
atas suka sama suka, dengan Penggugat berstatus Perawan dan
Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Kecamatan
Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung selama kurang
lebih 10 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di
Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sampai
dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana
layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang bernama:
4.1 Fulanah, lahir di Pringsewu pada tanggal 17 Mei 2005, saat ini
anak tinggal bersama Penggugat;
4.2 Fulanah, lahir di Margoyoso pada tanggal 02 Desember 2012,
saat ini anak bersekolah kelas 5 SD dan tinggal bersama
Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan damai, namun sejak bulan November tahun 2005 keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis
disebabkan karena :
a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat
yang berupa kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus
bekerja sebagai pedagang;
b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi kartu;
c. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita yang berbeda-
beda;
d. Tergugat tidak bisa menerima nasehat sehingga selalu berakhir
dengan pertengkaran;
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Bahwa puncaknya pada tanggal 13 Januari 2019 yang disebabkan
karena Tergugat tidak ada perubahan sama sekali sehingga Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi kerumah orang
tua Tergugat di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi
Lampung, kemudian Tergugat pergi bekerja dan saat ini tinggal di
rumah kontrakan di Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat.
Sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik orangtua Penggugat
di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
7. B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada
hubungan baik lahir maupun batin sejak tanggal 13 Januari 2019
hingga saat ini, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sejak
tanggal tanggal 13 Januari 2019 hingga saat ini atau kurang lebih
selama 5 tahun 1 bulan;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi
atau dirukunkan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak
sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar biaya
perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:
Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat)

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidair:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et  bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dan
berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil akan tetapi
Panggilan tersebut tidak patut dikarenakan alamat Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa berdasarkan nasihat dari Majelis hakim, Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati Penggugat,
Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya
dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan
jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1)
RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan
dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi

dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan perkara  Nomor:
149/Pdt.G/2024/PA.Prw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14
Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Nurul Hikmah, S.Sy sebagai Ketua
Majelis, Devina Mahmudah, S.H., M.H. dan Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor:
149/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 05 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Jumirawati, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Devina Mahmudah, S.H., M.H. Nurul Hikmah, S.Sy
Hakim Anggota,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumirawati, S.H.l.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp46.000,00
4. PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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